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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat
dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito
Utara Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat
menjadi landasan bagi penetapan arah dan kebijaksanaan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2018-2023 sesuai dengan maksud dan
tujuan penyusunannya.

Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalan dokumen ini masih
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan
masukan yang sifatnya membangun dan dapat menjadi perbaikan atas isi
dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan
terbuka. Akhir kata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan
bermanfaat untuk menghantarkan kita agar dapat melayani masyarakat Barito
Utara sesuai dengan kebutuhan daerah, serta menambah pengetahuan dan
pandangan yang baik bagi semua pihak.

Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu
baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini.

Muara Teweh, 6 Juli 2022
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara,

H. YASER ARAPAT, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700804 199603 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang memberi kesempatan dan
kewenangan yang lebih luas pada daerah wuntuk mengatur dan
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan wurusan kepentingan
masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan
Pemerintah  Daerah  berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk
mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat, melalui
peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan,
keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka
diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan
jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan
berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih
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spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan selama rentang waktu tahun 2018-2023
kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara. Hal ini memiliki konsekuensi
bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Rencana
Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan
disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat
dilaksanakan. Arahan kebijakan dasar dan strategi pembangunan
Kabupaten Barito Utara diharapkan akan terwujud koordinasi yang
semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi
antarpelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat,
dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi
yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin
terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
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Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6673);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

21.Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun  2015-2035

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
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2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 81);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021 Nomor 6)

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 80);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Namor 6);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Nomor 3);
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 tentang rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai dokumen
perencanaan pembangunan untuk melaksanakan kebijakan anggaran
dan program pembangunan Dinas serta sasaran-sasaran strategis yang
ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan
program dan penetapan prioritas serta indikator-indikator kinerja yang
terukur dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah,
sehingga dengan Perubahan RPJMD dapat memberikan arah sekaligus
menjadi acuan bagi pemerintah Daerah serta seluruh komponen pelaku

pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

1.3.2. Tujuan
Tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara

Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Barito Utara;

2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun

2018-2023;
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3. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang
dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam
kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih
maju dan sejahtera;

4. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka
menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif dan dapat
mengintregrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan
horizontal.

S. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target
kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun
2018-2023 sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BABI PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
serta sistematika penulisan.
BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Menguraikan tentang struktur organisasi Dinas, sumber daya,
kinerja pelayanan serta Tantangan dan Peluang Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara.
BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tupoksi, telaah visi misi Perubahan RPJMD Kabupaten Barito
Utara Tahun 2018-2023, telaah rencana strategi kementerian
perumahan rakyat RI, telaah rencana tata ruang wilayah dan
kajian lingkungan hidup strategis penentuan isu-isu strategis

dan penentuan isu-isu strategis.
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BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito
Utara, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Barito Utara, strategi dan kebijakan sesuai dengan Visi Misi
RPJMD

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang Indikator Kinerja perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Perubahan
Rencana Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 - 2023
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor

2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Utara. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah

dan tugas pembantuan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan yang menjadi tanggungjawab dan

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara, serta berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Barito Utara

menyelenggarakan fungsi:

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan terkait urusan perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan pertanahan;

b. Pelaksanaan kebijakan terkait urusan perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan pertanahan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait urusan perumahan

rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
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d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain terkait urusan perumahan rakyat,

kawasan permukiman dan pertanahan yang diberikan oleh

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Fungsi tersebut di atas, maka berikut ini dapat

diuraikan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan

struktural pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

menyusun rencana dan program kerja dinas;

merumuskan kebijakan umum dinas serta
menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
mendistribusikan tugas kepada bawahan,;

menyediakan dukungan kerjasama antar dan intra
kabupaten;

melakukan pengendalian terhadap lingkup pekerjaan dinas;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan pertanahan;

pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan pertanahan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan

rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
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4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait
urusan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman

dan pertanahan.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi

dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan
teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara
terpadu. Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan,
rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana
strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta
melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran,

verifikasi dan perbendaharaan.

3. Bidang Perumahan Rakyat
Bidang Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Bidang
Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan
dan merumuskan kebijakan teknis, serta menyelenggarakan

program dan pelayanan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan yang dipimpin
oleh Kepala Seksi Seksi Pembangunan dan Pembinaan

Perumahan yang mempunyai tugas tugas pokok menyiapkan
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dan melaksanakan kegiatan di bidang perumahan, serta
perizinan bangunan.

b. Seksi Sarana Prasarana dan Utilitas yang dipimpin oleh Kepala
Seksi Sarana Prasarana dan Utilitas yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian
terhadap sarana prasarana di bidang perumahan rakyat.

c. Seksi Perencanaan Perumahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi
Perencanaan Perumahan yang mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Perencanaan,

pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian Perumahan.

4. Bidang Kawasan Permukiman
Bidang Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Bidang
Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas merumuskan
kebijakanteknis,menyelenggarakan program dan pelayanan,
melakukanperencanaan, pembangunan, pembinaan di bidang

kawasan Permukiman.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala
Seksi Pendataan dan Perencanaan yang mempunyai tugas
menyiapkan data  dan merencanakan kegiatan di bidang
kawasan permukiman.

b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas yang dipimpin oleh
Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap kawasan Permukiman di
wilayah Kabupaten Barito Utara.

c. Seksi Manfaat dan Pengendalian yang dipimpin oleh Kepala
Seksi Manfaat dan Pengendalian yang mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan manfaat
dan pengendalian kawasan permukiman di wilayah Kabupaten

Barito Utara.
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S. Bidang Pertanahan
Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan
yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan

pelayanan pertanahan.

Bidang Pertanahan terdiri dari:

a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh Kepala
Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah yang mempunyai tugas
melakukan sosialisasi, koordinasi, penyiapan data dan dokumen
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

b. Seksi Fasilitasi Penanganan Sengketa/Konflik Pertanahan yang
dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitasi Penanganan
Sengketa/Konflik Pertanahan yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa/konflik tanah
yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum maupun tanah garapan/tanah kosong.

c. Seksi Pengukuran dan Penyelesaian Tanah Ulayat yang dipimpin
oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Penyelesaian Tanah Ulayat
yang mempunyai tugas pokok melakukan pengukuran dan
pemetaan atas objek pengadaan tanah serta
pendataan/inventarisasi serta penanganan masalah tanah

ulayat.
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Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN AT
| | 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PERTAMAHAMN
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBANGUNAN DAN PENDATAAN DAN
PEMBINAAN PERUMAHAN PERENCANAAN FASILITASI PENGADAAN TANAH
SEKS! | FASILITASI PENANGANAN
PRASARANA, SARANA DAN PENCEGAHAN DAN SENGKETA / KONFLIK
UTILITAS PENINGKATAN KUALITAS PERTANAHAN
SEKSI SEKSI SEKSI
MANFAAT DAN PENGUKURAN DAN
PERENCANAAN PERUMAHAN PENGENDALIAN PENYELESAIAN TANAH ULAYAT
EE====EEzEz==: '
H KELOMPOK JABATAN  |H
H FUNGSIONAL H

Sumber : LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia/Aparatur

Susunan Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara

berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat

pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut:
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Tabel 1
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/
No a|bjc|d L P Jumlah
Golongan
1 | Golongan IV 3 12]- |- 5o0rang - 5 orang
2 | Golongan 11l 1 {3 |5|7 ]| 9orang | 7orang | 16 orang
3 | Golongan 11 - |13 |3 | 5o0rang | 2orang 7 orang
4 | Golongan I - -] - - - - -
5 |TenagaKontrak | - | - | - | - | 9orang | 2orang | 11 orang
5 Tenaga L ) ) )
Sukarela
Jumlah 28 orang | 11 orang | 39 orang

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai
golongan I tidak ada (0%), golongan II sebanyak 7 orang (27,30 %),
golongan III sebanyak 16 orang (62,40 %), golongan IV sebanyak 5 orang
(19,50 %), tenaga kontrak 11 Orang (42,90%).

Tabel 2

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
PertanahanKabupaten Barito Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No | Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan | Jumlah

1 | Pasca Sarjana/S2 5 orang 2 orang 7 orang

2 |Sarjana/Sl1 7 orang 4 orang 11 orang

3 | Sarjana Muda/Diploma Il 4 orang 2 orang 6 orang

4 |SLTA 12 orang 3 orang 15 orang

5 |SLTP - - -

6 |SD - - -
Jumlah 28 orang 11 orang 39 orang

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Barito Utara didominasi Pasca Sarjana sebanyak
7 orang (27,30%), sarjana 11 orang (42,90%), Sarjana Muda/Diploma III
sebanyak 6 orang (23,40%), SLTA sebanyak 15 orang (58,50%).
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Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang
menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Barito Utara untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya akan terwujud
apabila didukung oleh aparatur yang handal dan professional.

Melihat Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan idealnya ditempati oleh SDM berlatar
belakang Pendidikan Sarjana atau Diploma Teknik Sipil, Arsitektur,
Perencanaan Wilayah, kota, Desain Grafis pada Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sedangkan wuntuk Bidang
Pertanahan ditempati oleh Sarjana Pemerintahan, Hukum, Geodesi, [lmu
Pertanahan dan Pengukuran. Membandingkan kebutuhan SDM dengan
faktual yang ada, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan masih membutuhkan Tenaga Teknis yang berlatar belakang
Teknik Sipil, Arsitektur, Desain Grafis, Hukum, Geodesi, IImu

Pertanahan dan Pengukuran.

Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini
menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara
baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi
positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat
menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan

sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai
secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur
pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Barito Utara, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung

kantor, alat komunikasi, alat transportasi, computer dan lain-lain.
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Saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang

memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data

peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel

3, sebagai berikut:

Tabel 3

Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

Kondisi
No R:::aII(SI ‘Baik Jumlah |Jenis Aset Ket.
| 1.Gedung
Kantor Dinas Perumahan
816.00 |Rakyat, Kawasan
v M2 Permukiman dan KIB A
Pertanahan
2.Tanah
816.00 |Tanah bangunan kantor
v M2 Pemerintah KIB A
Il | 1.Peralatan dan Mesin
\') 1 Unit Pick Up KIB B
v 1 unit Mitsubishi/Strada GLS DC
Double Gardan 4x4 M/T
.. | Sepeda Motor
\') 2
0 Unit Honda/Supra X 125CW
. Sepeda Motor Kawasaki/
\'} 5 Unit KLX 150
. Global Positioning System
\' 3 unit
unit = (Gps)
\' 2 Unit | Rak kayu
\' 8 unit Lemari kayu 9 Jt
\' 1 buah | Papan nama Instansi
\' 4 buah |Papan Pengumuman
\' 2 buah | Papan Tulis
\'/ ! Honda/Tenka TH12000SGT
Genset
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v 5 Mesin Pompa air
Pompa |Subaru/EX17
v 2 Kursi | Besi/Metal
v 2 Unit | Sofa Revaldo/ 321
\' 19 unit | Gordyn Lokal/ Kain KIB B
v 4 Unit | Televisi Samsung/ LED
v 1 Unit |Televisi Changhong/ LED
v 2 Unit Sound System DAT I?A
15880/ Speaker Active
v . Sound System Exon 15”
2 Unit Dobel/ Salon Pasive
\'
1 Unit So.und System Yamaha
Mixer
\J ] Sound System Kabel
> Unit Microphon dan Jack
v 10 Unit | Sound System Kabel Audio
v 13 Unit | Sound System Kabel 2X
v . Sound System Terminal
1
Uit | jack 163
v . Sound System Terminal
1
Ut | jack 165
v 2 Unit | Sound System steker Jack
\'
2 Unit So.und System Kabel Jack
Microphone
v 1 Unit | Quatro/ Bell
v . Microphone Shure/ UHF-
1Unit | yroax
v 1 Unit | Microphone Table Stand
v 1 Unit | Stabilisator Stavolt
v . Dispenser Miyako/ WDP-
2 Unit 300
\J 1 Unit Alat Rumah Tangga Lain-
lain DJI / Mavic Pro Combo
\' in-
1 Unit AI.at Rtfmah Tangga Lain
lain Spinner / 9828
v 5 Unit Hidran Kebakaran Hydrant
/T
.. | Pc Unit Komputer PC
\')
10 Unit Lenovo / All In One
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. PC Unit Komputer PC Asus /
v 1
Uit | All In One pC
v 10 Unit | Lap Top Asus / A-455 LF
v 5Unit | Lap Top Asus / X-441 UV
v 1Unit | Monitor LG / MT48AF
v 2 Unit | Printer Canon / IX 6770
v 6 Unit | Printer Canon / MX 497
v 5 Unit | Printer Canon / IP 2770
v 3 Unit Egr;tf(; Epson / Dot Matrik
v . Printer Brother / MFC-
1Unit | 13720 pw
v . Printer Canon / Pixma
2Unit | 0>870s
v 4 Unit | UPS Prolink / 1200VA-220V
v 1 Unit Meja Kerja Pejabat Eselon Il
Frontline / ED 030
v 4 Unit Meja !(erja Pejabat Eselon
Il Active / MTO 162
.. | Meja Kerja Pejabat Eselon
\')
11Unit |\ Active / MTO 161
v 40 Unit Meja Kerja Active / MTO
120
v 1 Unit M'eja Rapat pejabat Lain-
lain
v 1 Unit Kursi kerja Pejabat Eselon Il
Frontline / LEC 098
v ] Kursi kerja Pejabat Eselon
4 Unit lll Frontline / EC 018
.. | Kursi kerja Pejabat Eselon
\')
11 Unit IV Frontline / EC 022
.. | Kursi kerja Pejabat lain-
\')
40 Unit lainFrontline / KSPB 102
v . - -~
15 Unit KL.|rS| 'Rapat Pejabat Lain
lain Siantano
\J 1 Unit Camera + Attachment
Canon / EOS 70D
\J 1 Unit Proyektor + Attachment
Sony / VPL-EX 430
v 1 Unit Microphone Wirreles Mic
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v 1 Unit Power Amplifaer AxL. A3 /
Power

v 2 Unit Peralatan Studio Visual
Standar Speaker

v 1 Unit Te